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Terancam

Eksekutif diingatkan
tidak memaksakan
mencairkan bansos,
sehingga tidak
terjadi temuan di
kemudian hari.
Apalagi banyak
pejabat yang
terjerat hukum
karena salah
prosedur.

AMLAPURA, NusaBali
Bantuan sosial senilai total
Rp 4 miliar di APBD Perubahan

2015 Kabupaten r.(arangasem,

terancam mubazir akibat ter-

ganjal dalam teknis pencairan.

Sebab, pencairannya mesti ke-
pada lembaga berbadan hukum,
mengacu UU No 23 tahun 2014,
Segenap anggota DPRD Karan-
Basem pun mengingatkan, agar
eksekutif tidak memaksakan
pencairan bansos itu, kalau tidak
ingin berekses hukum, ujung-
ujungnya masuk penjara.

Sejumlah anggota Anggota
DPRD Karangasem antara lain |
Komang Sudanta, I Wayan Suas-
tika, | Kadek Sujanayasa dan I
Ketut Sulandra menegaskan hal
itu secara terpisah di Amlapura,
Minggu (9/8).

Sudanta mengingatkan ekse-
kutif, agar tidak memaksakan
mencairkan bansos, sehingga
tidak terjadi temuan di kemudian
hari. Apalagi, pejabat eksekutif
belakangan ini satu per satu mulai
diadili gara-gara kesalahan prose-
dur mengelola keuangan negara.

Sudanta menambahkan, ses-

uai UU No 23 tahfin 2014, tén-
tang pemerintahan daerah, khu-
susnya pasal 298 (4) danayat (5).
Lebih spesifik lagi bunyi ayat (5)
Belanja hibah sebagai mana pada
ayat (4) dapatdiberikan kepada:
pemerintah pusat, pemerintah
daerah, Badan Usaha Milik Neg-
ara, Badan Usaha Milik Daerah,
atau badan, lembaga, organisasi
kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indenesia.
- “Itu berarti secara tegas un-
dang-undang mengatur, bansos
hanya boleh dialokasikan untuk
lembaga beerdani hukum. Wa-
lau proposal terlanjur masuk
dan telah diverifikasi, sebaiknya
dibatalkan penganggarannya,
agar tidak menimbulkan ma-
salah hukum di kemudian hari;”
pinta Sudanta, politisi PDIP dari
Banjar/Desa Tegallinggah, Keca-
matan Karangasem. |

i , di pemba-

hasan APBD Perubahan 2015,
yang teragendakan Selasa
(11/8), agar pengalokasian ban-
sos bukan kepada lembaga yang
tidak berbadan hukum.

“Kasihan pimpinan SKPD
nanti, terpeleset ke kasus hu-
kum. Bawa saja bansos itu untuk
kegiatan. Eksekutif juga jangan
semata-mata berkonsultasi ke
Mendagri, mengenai hal itu, bisa
mendapatkan jawaban yang ke-
liru, Konsultasi saja ke BPK atau
KPK" c{)intanya. ’

Kadek Sujanayasa, dari Partai
NasDem, juga mengingatkan.
demikian. ‘

“Sebenarnya pencairan ban-
sos sebelumnya bersumber dari
dana induk, APBD 2015, me-
nyalahi aturan. Sebab, undang-
undang telah b_eriaiu setahun
sebelumnya. Bisa saja, bansos
yang telah cair jadi temuan,

_apalagi untuk APBD Perubahan
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Mubazir

2015, akan kami cegah pengalo-
kasian da§ pencairannya,” jelas
Sujanayasa, juga dibenarkan
anggota dewan lainnya | Wayan
Suastika dan | Ketut Sulandra.
Secara terpisah Kabag Kes-
ejahteraan Rakyat (Kesra) Setda-
kab Karangasem Ida Bagus Gede
Pidada mengakui, bansos hanya
untuk lembaga berbadan hukum.
“Nanti kami berkonsultasi
dulu ke Menkumham soal itu,
sementara kami telah anggarkan
bansos di APBD Perubahan 2015,
Rp 4 miliar,” kata IB Pidada. -
IB Pidada memaparkan, lem-
baga yang tidak bisa menerima
bansos seperti: dadia, sekaa
gong, STT (sekaha teruna ter-
uni), dan sejenisnya. “Bansos
hanya bisa teralokasikan, ke-
pada Pramuka, LVRI, KONI,
Koperasi dan yang lembaga
lainnya berbadan hukum,” kata
IB Pidada. @ k16 :




Banjar Pemuteran, Desa P
ﬁztan. Kecamatan Renda

rangasem mulai ke
bersih. Warga mbeli denga

mencekik leher hingga Rp

300.000 per mobil tanki, kapa-
sitas 4 meterkubik. Penyebab
mahalnya harga air, karena a
jalan rusak dan | 'kaslnya cuﬁ:;
jauh. Sebaliknya hasil pertania,q,
terjual mu

Warsa

Sejaksebhlan 'rakl’m;warga ﬁe it
p

,._l.

agar menin,
ses jalan. Agar di kemudian han
bisa menekan ga air. Kelian

nh -‘a aku ,nfsﬁ-

leb1 baik. Sebab,
i lokasi yang ada

’ ?Elahhhlot ik, seh ngga
. eli air per tanki Rp
i ﬁp Pg@ :000. 0. “Di sini, mata pencaha-

darin bertanam sayur, menjual
dan Tempek Samuh, lokasi sayur dan hasil pertanian ]ailt?nya

di pegunungan bagian timur,
terhubung jalan tanah yang ru- at murah, sebaliknya mem-

Minggu (9/8).
~ Banjar Pemuteran sendim Y

Ka‘m‘ - yiay den £y
aks:;elj‘alan ho mik,n‘;ghtn

harga air lebih murah per mob!

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali

beli air mahal,” kata Sengker.

Jro Mangku Salya tokoh di
Banjar Pemuteran mengakui di
setiap musim panas kesulitan
air, Tercatat tahun 2012 membeli
air per mobil tanki Rp 100. 000,
nilai itu terus meningkat di tahun
2013 harganya Rp 150.000, me-
nyusul tahun 2014 Rp 200.000,

@ dan terakhir kali membeli hingga
" Rp 300.000. “Kami membutuh-

kan air satu mobil tanki untuk 15
hari, cukup untuk 3 KK, berang-

" gotakan 7 orang,’” kata Mnn@m

Salya.
Walau sebenarnya.

- ada dua mata air di Mata Air

Sangkokan dan Mata Air Tamba,
1¢kdsmya jauh di bawah dan
debitnya sangat kecil.

_ Kesulitan serupa juga terucap
warga Ni KomangAsin, men-

ﬁ membeli air sebulan sekali,
“dengan harga Rp 300.000.Sebab,

kebutuhan untuk berdua. “Air
di cubang telah habis, makanya
mulai membeli air” katanya.

Warga berharap mendapat-
kan subsidi air.

Sementara ketika diknon-
firmasi, Kepala Dinas Sosial
Karangasém 1 Made Sosiawan

gatakan, selama ini belum

2 permintaan warga. “Silakan

ukan permohonan, kami siap
bantu gunakanmobil tanki,” jelas
Sosiawan. & k16




Pengolahan Limbah RS
Belum Standar

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali

* BLH Sulit Keluarkan Izin

Pihak Badan Ling-

kungan Hidup be-
lum pernah seka-
lipun terbitkan izin
pembuangan lim-

~ bah cair (IPLC) ke-
pada pihak rumah
sakit yang ada di
Buleleng.

SINGARAJA, NusaBali
Pengolahan limbah cair di
masing-masing rumah sakit di
Buleleng, ternyata belum memen-
uhi standar sesuai dengan peratu-

ran gubernur (Pergub) nomor 8
Tahun 2007, tentang Baku Mutu
Lingkungan Hidup dan Kriteria
Baku Kerusakan Lingkungan
Hidup. Badan Lingkungan Hidup
(BLH) pun kesulitan terbitkan
izin pembuangan limbah cair
(IPLC) kepada pihak rumah sakit.

Sesuai Pergub nomor 8 terse-
but, limbah cair yang dihasilkan
dalam penanganan medis di
masing-masing rumah sakit,
harus diolah dalam bak pengo-
lahan sebelum dibuang. Untuk
menentukan limbah cair itu tidak
lagi mengandung zat berbahaya
bagi lingkungan, perlu diuji oleh
pihak independen. Hasil pengu-
jian inilah yang menjadi syarat
utama untuk mendapatkan IPLC,
sesuai Pergub Bali nomor 8.

Kepala BLH Kabupaten Bule-
leng Nyoman Surya Temaja dikon-
firmasi Minggu (9/8) mengakui,
jika pihaknya belum pernah
terbitkan IPLC untuk rumah
sakityang ada di Buleleng. Namun
pihaknya telah melakukan pen-
dekatan dan sosialisasi kepada
semua manajemen rumah sakit
baik pemeirntah maupun suwasta
untuk melakukan pengolahan
limbah cair.

Disebutkan, beberapa rumah
sakit sebenarnya sudah ada yang
mengajukan permohonan izin..
Namun ketika berkasnya dicek,
ternyata syarat yang menyebut
lulus pengujian baku mutu ling-
kungan hidup dan kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup
tidakada. @ ||

“Belum pernah kita terbitkan
izin. Ini karena syarat utama di-
mana rumah sakit harus mengo-
lah limbah cair dengan bukti lulus
uji oleh tim independen belum
dapat dipenuhi,” terangnya.

Menurut Surya Temaja; pengo-
lahan limbah yang wajib dilaku-
kan itu menyangkut kandungan
Biological Oxygen Demand (BOD)
dan Chemical Oxygen Demand
(COD). Kedua kandungan zat ini
harus diolah nantinya limbah
cair tidak mengandung zat yang
membahayakan dan bisa dibuang
kembali ke lingkungan. Dia men-
contohkan, pembuangan ini bisa
sajalimbah cair digunakan untuk
pupuk tanaman atau dibuang
pada lingkungan sekitar. “Kand-
ungan BOD dan COD-nya itu harus

rangan. é& k19

diolah sampai limbah cair rumah
sakit ini tidak membahayakan
dan sudah bisa dibuang kembali
ke lingkungan. Ini yang belum di-
lakukan,” imbuhnya. i
Disisilain Surya Temaja men-
gatakan, meski sebagian besar
rumah sakit belum mengantongi
izin IPLC itu, pihaknya masih
melakukan pendekatan dengan
harapan pihak rumah sakit se-
gara melakukan pengolahan dan
lanjut menguji limbah cair yang
dihasilkan. Selain itu, rata-rata
rumah sakit memiliki penam-
pungan limbah cair, sehingga
BLH selama ini dengan rutin
melakuka pemantauan jangan
sampai limbah yang masih mem-
bahayakan itu dibuang semba-
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Tak Terjangkau PDAM, v
20 Desa Dilayani Pamsimas

TABANAN, NusaBali

Masih ada sejumlah desa di
Kabupaten Tabanan tak terlay-
ani air bersih dari Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM).
Desa-desa tersebut selama ini
mengandalkan air dari PAM
Desa, atau mencari air bersih
dari sumber mata air. Pada
tahun 2014, Pemkab Tabanan
meluncurkan program Pamsi-
mas (Penyediaan Air Minum
dan Sanitasi Berbasis Masyara-
kat) menyasar 20 desa.

Kepala Bappeda Tabanan,
Ida Bagus Wiratmaja, men-
gatakan program Pamsimas
ditargetkan mencakup 40
persen dari desa yang ada di
Tabanan. Sejak tahun 2014,
program ini sudah menyasar
20.desa, dimana 16 desa di
antaranya melalui pendanaan
APBN dan 4 lainnya melalui
pendanaan APBD.

Secara umum kriteria desa
sasaran Pamsimas adalah desa
yang cakupan akses air mi-
num aman dan sanitasi aman
yang masih rendah. Selain
itu prevelansi penyakit diare

atau penyakit yang ditularkan }

melalui air dan lingkungan
tergolong tinggi berdasakan
data Puskesmas,

Desa yang mendapatkan
program Pansimas pendan-
aan APBN adalah Desa Tajen
(Penebel), Desa Timpag (Ker-
ambitan), Desa Wanagiri Kauh
(Selemadeg), Desa Gunung
Salak (Selemadeg Timur),
Desa Tua (Marga), Desa Man-
ikyang (Selemadeg), Desa
Pajahan (Pupuan), dan Desa
Peken Belayu (Marga).

Sementara dua desa
mendapatkan dana dari APBD
masing-masing 'Desa Buruan
(Penebel) dan Desa Munduk
Temu (Pupuan).

Untuk tahun 2015, 8 desa
mendapatkan pt‘ogram Pansi-
mas lewat pendanaan APBN
yaitu Desa Biaung (Penebel),
Desa Tegal Jadi (Marga), Desa
Beringkit (Marga), Desa Ba-

® NUSABALI/DIANTINI

Ida Bagus Wiratmaja

bahan (Penebel), Desa Jatilu-
wih (Penebel), Desa Mengesta
(Penebel), Desa Kesiut (Ker-
ambitan) dan Desa Bengkel
Sari (Selemadeg Barat). Semen-
tara dua desa dari dana APBD
masing-masing Desa Marga dan
Desa Selanbawak (keduanya di
Kecamatan Marga).

Dikatakan untuk besarnya
dana, masing-masing desa
tidak sama. Namun rata-rata

bantuan diberikan sebesar Rp:

250 juta per desa.

“Jumlah ini bisa lebih bisa
juga kurang tergantung dari
perhitungan pemakaian mas-
ing-masing desa,” ujar Wirat-
maja, Minggu (9/8).

Sementara itu, tahun 2016
sedang diusulkan untuk 10 desa
lagi. Terkait pendanaan, selain
dana APBN juga diberikan dari
dana APBD.

“Biasanya untuk program
Pamsimas ini ada usulan dari
masyarakat. Nanti tim akan tu-
run untuk memverifikasinya,”
jelas Wiratmaja.

la mengatakan bahwa desa
yang menerima program Pam-
simas ini nantinya harus mam-
pu menyediakan Kader Pem-
berdayaan Masyarakat (KPM)
di bidang AMPL minimal 1
orang di daerahnya.

Namun hal yang terpent-
ing adanya sumber air yang
dapat digunakan dalam Pam-
simas. Masyarakat juga harus
mampu menyediakan kontri-
busi sebesar 20 persen dari
kebutuhan biaya pembangunan
serta menghilangkan kebiasaan
buang air besar sembarangan
setelah program Pamsimas ini
berjalan.

Mengenai target 40 persen
desa di Tabanan tersasar Pam-
simas, Wiratmaja mengatakan
belum bisa mencapai target.
Dari 133 desa, hanya baru 20
desa yang tersasar.

“Kami berusaha agar 40 pers-
en desa di Tabanan bisa melaku-
kan swadaya dalam penyediaan
air minum dan sanitasi,” katanya.
Pihaknya terus mengusulkan
desa yang membutuhkan pro-
gram ini. & cr55
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UU Tentang Desa Diharapkan

v

Jadikan Desa sebagai Fokus Pembangunan
* Pemprov S ;rahkan BKK Desa Pekraman Subak dan Subak Abian

DENPASAR, NusaBali
Keberadaan Undang — Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
yang diproyeksikan dalam upaya
unﬂinm’ba'lgm desadan

daya desa yang ada di Indonesia
khususnya di Bali mendapat d

Denpasar, Minggu (9/8).
Menurutnya dengan adanyal

Undang — Undang Desa tersebut,

dlruat'apkandesanleruadlfdmsperm

menjadi fokus
gan merancang pembangunan
yang sesuai dengan potensi dan

nnya | mekanisme
yang

komprehensif,”
jelas i oleh Wakil
Gubernur Bali Ketut Sudikerta.
Selain sebaga&gotor %enggemk
pembangunan juga diharapkan
mampu sebagai filter untuk menyar-
bermanfaat.

® ST

GUBERNUR, Made Mangku Pastika serahkan dana BKK kepada desz

‘pakraman di sela Sarasehan Pengelolaan Keuangan Desa, Minggu (9/8).

wadah besar pembangunan lin-
tas sektor, namun demikian desa

- juga harus bisa menjadi filter untuk

yang berman-

‘menyaring program yang
faat sesuai dengan potensi dan

prioritas pembangunan setempat’,
imbuhnya. Dikatakannya, dalam
mewujudkan pembangunan desa
keuangan yang baik. "Pengelolaan
keuangan desa yang telah

dalam Permendagri Nomor 11

Tahun 2014 telah menggariskan

dipatuhi oleh seluruh
desa guna memberikan manfaat
bagi pembangunan masyarakat

", jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan

Septin, 1O A?uJﬁui‘ 205

3

Pemerintahan Desa | Ketut Lihad-

nyana selaku Ketua Panitia keg-

iatan menyatakan bahwa desa

ini memiliki potensi yang strategi
an penting dalam pembanguna
i Provinsi Bali. Oleh karena i

egiatan sarasehan pengelolaa

rtisipasi memiliki niat yang bul
untuk mendukung dan mensuk-
seskan pembangunan desayang
nantinya akan menjadi cerminan
pembangunan di Provinsi Bali.
Kegiatan Sarasehan Pengelol-

Iaan Keuangan Desa Tahun 2015
ng merupakan rangkaian dari per-
mgatan HUT Provinsi bali yang ke 57
mendatangkan 3 narasumber yakni
dari Direktorat Jenderal Bina Pemer-
intahan Desa kementeriuan Dalam
Negeri dengan materi Tata Kelola
Keuangan Desa dalam Perspekif
Membangun Memerintahan Desa |
yang Transparan, Akuntable dan ‘
Melayani. Narasumber kedua yakni
Kepala Dinas K
Bali dengan materi Pangelolaan
Bantuan Keuangan Khusus: bagi
Desa Pakraman dan Subak sesuai
Permendagri Nomor 113 Tahun
2014 dan narasumber ketiga yakni
Kepala BPMPD Kabupaten Bangli
dengan materi best practise imple-
mentasi Permendagri Nomor 113
Tahun 2014. Kedepannya kegiatan
yang diikuti oleh 463 orang peserta
yang berasal dari kepala desa lurah
dan perangkamya ini diharapkan
mampu memberikan wahana kon-
solidasi dan koordinasi serta kaji

terhadap berbagai kebijakan

yang dirumuskan dalam upaya untuk
menngkatkan penyeiengga—

raan pemerintahan desa

Kegiatan sarasehan juga di-
rangkaikan dengan pényerahan
dana Bantuan Keuangan Khusus
(BKK) kepalcaia Desa Pakraman
dengan jumlah masing — masmg
200 jutajléan Subak/Subak abian
masing — masing sebesar 50 juta.
Selain itu juga penyerahan hadiah
kepada pemenang lomba desadan
kelurahan. @




